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OPERASI DAN PEMELIHARAAN (O&P) IRIGASI MASA DEPAN

Sebuah gagasan mengantisipasi perubahan kebijakan dan lingkungan’

Sigit Supadmo Arif”

PENGANTAR

Menyusul gerakan reformasi sosial politik di Indo-
nesia maka terjadi pula tuntutan pembaharuan di segala
bidang termasuk sektor sumberdaya air. Pada bulan April
2004, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan
Undang-undang (UU) no. 7/2004 tentang Sumberdaya Air
(SDA) sebagai pengganti UU no 11/1974 tentang Pengairan
dan kemudian untuk subsektor irigasi telah dikeluarkan Per-
aturan Pemerintah (PP) no 20/2006 tentang irigasi. (Ditjen
SDA, 2006) .

Dalam PP no 20/2006 pasal 1 dikatakan bahwa pe-
ngelolaan irigasi terdiri atas tindakan O&P irigasi serta reha-
bilitasi irigasi. Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan
bahwa tujuan irigasi adalah meningkatkan produksi perta-
nian dalam rangka pencapaian ketahanan pangan dan kes-
cjahteraan petani. Dengan demikian bahasan tentang O&P
irigasi secara serbacakup akan sangat bermanfaat untuk
mendukung kebijakan pembangunan pertanian pada umum-
nya.Perubahan kebijakan pertanian nasional sebetulnya telah
dimulai sejak dikeluarkannya Undang-undang no 12/1992
tentang budidaya tanaman yang bermakna bahwa pemban-
gunan pertanian mengacu pada hampiran partisipatif. Hal ini
sangat sesuai dengan PP no 20/2006 tersebut.

Adanya perubahan-perubahan aturan dan paradigma
tersebut tentu saja akan mengimbas pada pelaksanaan O&P
irigasi yang menjadi inti pelaksanaan manajemen irigasi.
Makalah ini bertujuan untuk membahas tentang tindakan
O&P irigasi masa depan sebagai suatu respons terhadap ter-
jadinya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan
pertanian termasuk irigasi di Indonesia.

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perubahan-perubahan paradigma dalam pengelolaan
sumberdaya air terjadi dengan ditandai adanya beberapa
perubahan fenomena, yaitu : (i) keinginan masyrakat global

untuk menghormati hak azasi manusia sehingga memicu
timbulnya proses demokratisasi. Dalam konteks pengelolaan
sumberdaya air, maka hak untuk memperoleh air bagi ke-
hidupan setiap individu manusia menjadi satu isu sangat
penting; (ii) ketersediaan air sangat terbatas dan beragam
baik secara spasial, temporal maupun mutu sedangkan per-
mintaan terhadap air untuk berbagai kepentingan kehidupan
manusia semakin meningkat; dan (iii) adanya tuntutan un-
tuk melakukan manajemen sumberdaya alam termasuk air
secara keberlanjutan dan berwawasan lingkungan (Golubev,
1993; Heintz. 2004; Shiva, 2002).

Dengan munculnya fenomena-fenomena tersebut ma-
ka manajemen sumberdaya air akan menjadi lebih rumit;
dan apabila tidak dilaksanakan secara sepadan akan dapat
memicu timbulnya chaos di tengah masyarakat. Chaos tim-
bul karena terjadinya perbedaan antara kebijakan yang diter-
bitkan dan tindakan yang dimplementasikan. Apabila chaos
tidak segera dipahami dan diantisipasi maka pengelolaan
sumberdaya air menjadi rawan terhadap timbulnya konflik
dan anarkhi di setiap aras manajemen (Facon, 2002;Shiva,
2004). Salah satu cara untuk dapat mengatasi masalah itu
adalah dengan melakukan manajemen sumberdaya air secara
tersistem, holistic dan serba cakup (comprehensiveness). Pe-
laksanaan manajemen sumberdaya air serbacakup ini men-
jadi hampiran global yang terus menerus diisukan oleh para
ahli sejak akhir dasawarsa 80’an (Biswas dan El-Habr, 1993,
Falkenmark, et al,1987,the World Bank, 1993).

Pada tahun 1992 diadakan dua konvensi internasional
tentang pengelolaan SDA yang mengacu pada paradigma
baru, yaitu konvensi Dublin dan United Nation Conference
on Environment and Development, Rio de Janeiro. Konvensi
Dublin 1992 mengemukakan empat prinsip untuk dipahami
bersama, yaitu bahwa air merupakan suatu sumberdaya yang
rawan dan penting untuk keberlanjutan serta keberlangsun-
gan hidup manusia, pengelolaannya membutuhkan partispa-
si masyarakat luas termasuk kaum perempuan dan air meru-
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pakan kimah ekonomi (economic good). Kemudian dalam
pertemuan di Rio de Janeiro pemahaman air sebagai kimah
ekonomi diubah menjadi kimah ekonomi yang mempunyai
fungsi sosial. Oleh sebab itu pinsip Dublin kemudian men-
jadi lebih terkenal dengan kesepakatan Dublin-Rio, 1992
dan menjadi dasar pijakan diskusi pada forum-forum dialog
lanjutan tentang sumberdaya air di aras global. (GWP,2000;
Solanes dan Gonzales-Villarreal, 1999).

Salah satu keputusan yang mengikat kita dalam kon-
vensi-konvensi internasional tersebut adalah keinginan ma-
syarakat global untuk melakukan suatu upaya pengelolaan
sumberdaya air secara terpadu atau lebih dikenal dengan
konsep Integrated Water Resources Management (IWRM).
Keputusan ini diambil agar dapat mewujudkan keinginan
masyarakat dunia untuk melakukan suatu tindakan yang
mengacu pada efektif water governance. Konsep tersebut
sebetulnya merupakan pelaksanaan good water governance
dalam wawasan global (GWP, 2000). Tetapi persoalan baru
muncul, yaitu karena adanya pluralisme budaya maka pelak-
sanaan IWRM di aras lokal menjadi sangat tidak mudah un-
tuk dilaksanakan

Sesuai dengan diinginkannya pelaksanaan prinsip-
prinsip demokrasi dan partisipasi dalam pembangunan sum-
berdaya air termasuk irigasi maka konsep manajemen irigasi
yang dilakukan di banyak negara telah bergeser dari prin-
sip-prinsip monosentrisitas menjadi polisentrisitas. Konsep
polisentrisitas ini sangat penting untuk dipahami karena pada
dasarnya pengelolaan sistem irigasi merupakan pengelolaan
common pool resources, CPR (Ostrom, 1999; Arif, 2003).
Prinsip polisentrisitas ini menganggap sistem masyarakat
yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya air terdiri atas
beberapa pusat atau arena berupa individu maupun kelom-
pok masyarakat yang saling tumpang tindih dan mandiri un-
tuk membentuk suatu tujuan bersama dalam manajemen.

Dengan bergesernya pemakaian azas monosentrisitas
ke polisentrisitas maka sifat manajemen irigasi juga berubah
dari manajemen produksi ke manajemen provisi (Ostrom,
1999; Huppert et al, 2001). Azas monosentrisitas yang dilaku-
kan pada masa sebelum pembaharuan menekankan bahwa
pemerintah bertindak sebagai institusi pelaksana manajemen
irigasi di hampir di semua aras (level). Tujuan manajemen
juga ditentukan atas dasar kebutuhan pemerintah dan bukan
atas kepentingan stakeholder sehingga manajemen irigasi
yang dilakukan, secara keseluruhan akan bersifat sebagai
manajemen produksi. Pelaksanaan manajemen produksi ini
dicirikan dengan pelaksanaan manajemen yang difokuskan
pada hampiran teknis dan finansial, sehingga prinsip-prinsip
partisipasi, transparansi dan akuntabilitas terabaikan (Hup-
pert et al. 2001; Arif, 2004).
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Sebaliknya dalam pelaksanaan manajemen irigasi pro-
visi ini maka organisasi pemerintah tidak lagi secara sendirian
dapat menentukan tujuan manajemen irigasi, tetapi juga harus
memperhatikan pendapat para stakeholder termasuk petani
sebagai pemanfaat utama. Konsep manajemen provisi juga
berorientasi pada penyediaan jasa pelayanan (service orien-
ted). Kottler (1994) dalam Malano dan Hofwegen (1999) men-
takrifkan jasa pelayanan (service) sebagai : “.... An activity or
benefit that one party can offer to another that essentially in-
tangible and does not result in the ownership of anything. Its
production may or may not be tied to a phisical product’.

Dalam konteks manajemen irigasi maka bentuk ak-
tifitas intangible seperti jasa pelayanan selalu berkaitan de-
ngan produk fisik yang dihasilkan (air irigasi) dan perlu di-
sadari bahwa sebetulnya air merupakan kimah ekonomi. Jasa
pelayanan yang ditakrifkan seperti di atas juga memberikan
konsekuensi yaitu : (i) adanya transaksi antara pemberi jasa
pelayanan dengan pemanfaat yang diikat oleh jaminan jasa
dan/atau mutu produk yang ditransaksikan dalam bentuk ke-
cukupan air irigasi dan energi yang diperlukan, (ii) produkti-
vitas barang niaga yang dihasilkan, dan (iii) kelestarian sum-
berdaya lingkungan (environment resources) estetika serta
kesehatan lanskap (FTP-UGM, 2004)

Penyediaan jasa pelayanan tertentu dalam upaya ma-
najemen irigasi akan menghasilkan air irigasi secara sepadan
dalam jumlah, agihan dan waktu sehingga nantinya diharap-
kan akan dapat menghasilkan suatu produksi tanaman yang
mempunyai nilai ekonomi tinggi. Jadi air irigasi bagi petani
tak hanya mempunyai nilai fisik saja tetapi merupakan suatu
kimah yang nantinya akan sangat menentukan kesejahteraan
petani baik secara finansial maupun ekonomi (Malano dan
Hofwegen, 1999; Uphoft,1992).

Pemahaman terhadap manajemen irigasi dengan per-
sepsi provisi mempunyai efek terhadap pemahaman pelak-
sanaan O&P irigasi, yaitu bahwa persoalan O&P irigasi tidak
dapat dipandang lagi sebagai suatu tindakan yang bersifat
teknikal-ekonomikal belaka tetapi lebih pada upaya-upaya
manajerial dan institusional. Tentu saja masalah teknikal dan
ekonomikal juga termasuk di dalamnya dan tak dapat diabai-
kan begitu saja (Huppert et al. 2001).

Satu perubahan lingkungan strategis lainnya adalah
perkembangan teknologi informasi dan multi media yang
sangat cepat. Teknologi ini semakin murah dan mudah untuk
diakses. Perkembangan ini menyebabkan pertukaran arus in-
formasi dan komunikasi yang juga berlangsung sangat cepat.
Akibatnya adalah bahwa masyarakat menjadi sangat terbuka
karena informasi tak dapat dibatasi dan dimonopoli oleh satu
pihak. Hal ni nantinya akan mempengaruhi pula bentuk in-
stitusi manajemen irigasi dan teknologi yang digunakannya.
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PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TEN-
TANG IRIGASI PADA MASA REFORMASI

Mengikuti gerakan Reformasi sosial politik pada ta-
hun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan
Instruksi Presiden, INPRES no. 3/1999 tentang Maklumat
Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, PKPI. INPRES
3/1999 ini merupakan kebijakan pertama kali yang dikeluar-
kan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang manaje-
men sumberdaya air pada masa reformasi.

Maklumat tersebut secara garis besar memuat lima ke-
bijakan, yaitu: (i) redefinisi tugas dan peran lembaga penge-
lolaan irigasi, (ii) pemberdayaan organisasi perkumpulan pe-
tani pemakai air (P3A), (iii) penyerahan pengelolaan irigasi
(PPI) kepada P3A secara selektif, bertahap dan demokratis,
(iv) tersusunnya suatu pola pembiyaan irigasi termasuk iuran
pengelolaan irigasi, dan (v) pentingnya keberlanjutan irigasi.
Untuk memperkuat sebagai aturan hukum, maka kebijakan
PKPI tersebut dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah
(PP) no 77/2001 sebagai pengganti PP no 23/1982 tentang
Irigasi.

Dalam pelaksanaannya kemudian program pembaha-
ruan irigasi tersebut secara cepat hanya terfokus pada pelak-
sanaan kebijakan kedua (pemberdayaan Perkumpulan Petani
pemakai Air, P3A) dan kebijakan ketiga (PPI). Kebijakan
pertama tidak pernah dihayati secara sepadan sehingga pe-
rubahan tatapikir (mindset) seluruh stakeholder manajemen
irigasi tidak terbentuk (Arif, 2003). Untuk kebijakan keem-
pat (prosedur pendanaan) belum pernah direalisasikan secara
tuntas karena UU SDA no 7/2004 sudah disetujui untuk di-
undangkan dan UU no 7/2004 ini tak berkesesuaian dengan
prinsip-prinsip pembaharuan yang terkandung dalam PP
77/2001.

Selanjutnya, Arif (2002) berpendapat bahwa kebijak-
an-kebijakan yang terkandung dalam Maklumat PKPI sebe-
tulnya merupakan kebijakan-kebijakan yang berurutan dan
tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Apabila tidak maka
akan timbul bias dalam pelaksanaan dan bahkan menjadi ke-
hilangan makna karena kelima kebijakan hanya diinterpreta-
sikan sebagai satu kebijakan saja. Keadaan ini menjadi nyata
setelah beberapa kasus pelaksanaan PPI telah gagal untuk
dapat menampilkan keseluruhan program tersebut secara
mendasar seperti yang dicita-citakan. Bahadury et al (2004)
misalnya memberikan suatu contoh bahwa pelaksanaan PPI
yang kurang tuntas di kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta
justru dapat mengancam keberlanjutan sistem irigasi yang
telah diserahkan pada masyarakat tersebut .

Sebetulnya PP 77/2001 secara mendasar telah mem-
berikan beberapa perubahan dan memberikan arahan pe-
laksanaan manajemen irigasi di masa depan dan ini sangat

berbeda dengan PP 23/1982 yang digantikannya. Arif (2004)
mencatat sebanyak enam dasar perubahan yang diajukan di
samping terdapat beberapa kelemahan konseptual. Kelemah-
an tersebut menjadikan PP 77/2001 juga tidak mudah untuk
diimplementasikan secara sepadan (CRRD-UGM-IWMI,
2003).

Dengan diterbitkannya UU no 7/2004 tentang Sumber-
daya Air maka kebijakan ketiga dan keempat dalam PKPI
terpaksa harus ditinjau kembali. Dalam pasal 41 UU no
7/2004 tersebut dijelaskan bahwa pemerintah/pemerintah
daerah berwenang untuk mengelola jaringan utama dan pe-
tani hanya berwenang untuk mengelola jaringan irigasi di
aras tersier (BAPPENAS, 2004). Dipandang dari sudut pem-
berdayaan dalam manajemen irigasi, UU no 7/2004 ini se-
benarnya lebih konservatif dibandingkan dengan PP 23/1982
tentang irigasi dan PP 14/1987 tentang penyerahan sebagian
urusan pengelolaan irigasi kepada pemerintah daerah.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) no
20/2006 tentang irigasi menggantikan PP 77/ 2001 banyak
hal menarik untuk dicermati dan semuanya itu agak berbeda
dengan kebijakan yang tercantum dalam PP 77/2001. Per-
bedaan kebijakan antara PP 77/2001 dengan PP no 20/2006
disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Perbedaan antara PP 77/2001 dengan PP no 20/2006

Item PP 77/2001 PP no 20/2006
Tujuan dan Irigasi untuk Irigasi untuk ketahanan
sasaran irigasi | peningkatan kese- | pangan dan pening-

jahteraan petani katan kesejahteraaan
petani
Kewenangan Seluruh sistem Pengelolaan bersama,
Azas mana- diserahkan pemerintah/ pemerintah
jemen pengelolaannya daerah di aras jaringan
kepada organisasi | utama dan petani di
petani jaringan tersier
Polisentrisitas semu
Konsep parti- Polisentrisitas karena adanya superio-
sipasi ritas pemerintah. Wa-
dah koordinasi antar
pengguna dapat diben-
tuk pada sistem irigasi
multiguna
Mobilisasi sumberdaya
dan pemberdayaan
Sumber air Pemberdayaan secara bertahap dengan
irigasi persyaratan adanya
perkuatan pemahaman
birokrasi
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an teknologi dan
konsep manajerial

Kemungkinan | Air atmosferik, air | Lebih menekankan
pengembangan | permukaan dan air | pada air atmosferik
teknologi tanah dan air permukaan.
Air tanah tidak dipri-
oritaskan
Sangat mendu- Sangat mendukung
kung pengembang- | pengembangan

teknologi dan konsep
manajerial

Dari Tabel 1 dapat diperoleh pemahaman bahwa bi-
rokrasi pengelola irigasi masih mempunyai tatapikir yang
konservatif dan bias terhadap kepentingan pemerintah/
pemerintah daerah. Beberapa ulasan singkat tentang tata-
pikir pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan irigasi dapat
diwujudkan sebagai berikut :

(1) Tujuan kebijakan irigasi dalam PP irigasi baru meng-
isyaratkan bahwa sistem irigasi kembali pada penge-
lolaan irigasi berbasis padi meskipun tidak menutup
kemungkinan untuk melakukan diversifikasi tanaman
demi peningkatan kesejahteraan petani.

(ii) Konsep partisipasi dalam PP irigasi baru masih dalam
taraf mobilisasi sumberdaya dan secara bertahap akan
meningkat menjadi pemberdayaan. Konsep ini dapat
berjalan apabila tatapikir birokrasi yang mempunyai
kewenangan pengelolaan telah berubah dan mau me-
nerima konsep manajemen provisi.

(iii) PP irigasi juga belum banyak mengacu pada azas
polisentrisitas yang bersendikan dialog antar stakehold-
er dan berorientasi pada kepentingan pemakai. Arahan
untuk melakukan azas polisentrisitas telah diberikan
meski aturan main atau bentuk institusional yang jelas
dalam pengelolaan irigasi berbasis polisentrisitas tidak
dijelaskan secara nyata.

(iv) Seperti halnya PP 77/2001 maka PP irigasi yang
baru juga sudah mencantumkan kemungkinan untuk
melakukan upaya modernisasi irigasi yaitu dengan
memungkinkannya pengembangan teknologi dan man-
jerial sebagai perwujudan pelaksanaan pengelolaan
irigasi berdasarkan good water governance. Tuntutan
pengembangan teknologi dan manjerial yang dimak-
sud dapat diuraikan sebagai berikut : (i) pengembangan
sistem irigasi berbasis pemakaian kembali air atusan
(re-used system), pemakaian pompa air, pemakaian
waduk lapangan, (ii) pengembangan institusi partisipa-
tif dengan proses pemberdayaan, (iii) pengakuan atas
hak adat masyarakat setempat dan hak guna air, (iv) pe-
makaian azas manajemen aset irigasi untuk menjamin
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keberhasilan penanaman investasi irigasi dan keberlan-
jutan irigasi.

(v) Berbedadengan PP 77/2001 maka dalam PP irigasi yang
baru keandalan air irigasi lebih dititik beratkan pada
pemakaian air permukaan dan air atmosferik. Dengan
demikian manajemen yang memanfaatkan teknologi
conjunctive use justru menjadi penting untuk diper-
hatikan apabila di dalam DI sudah terdapat teknologi
pompa airtanah untuk menunjang keandalan air irigasi.

Perubahan-perubahan kebijakan dalam penyelengga-
raan irigasi yang terjadi dalam waktu relatif singkat selama
tujuh tahun terakhir ini tentu saja akan sangat berpengaruh
terhadap penyelenggaraan O&P irigasi baik sekarang mau-
pun masa-masa akan datang.

PENYELENGGARAAN O&P IRIGASI MASA DEPAN

Mencermati adanya perubahan lingkungan strategis dan
kebijakan tentang manajemen irigasi maka diperkirakan akan
terjadi perubahan karakteristik wujud pelaksanaan O&P iri-
gasi di masa mendatang, yaitu : (i) O&P irigasi dilaksanakan
sebagai satu kesatuan manajemen dan bukan lagi sebagai dua
kegiatan terpisah, tindakan Operasi (O) dan Pemeliharaan
(P), (ii) O&P irigasi dilaksanakan pada manajemen berbasis
waktu nyata (real time) dan aliran tak tunak (unsteady flow),
(iii) O&P irigasi akan mewujudkan jasa pelayanan dalam
proses produksi pertanian berorientasi pasar serta bukan
lagi sebagai tindakan antisipasi penyimpangan klimatik, (iv)
O&P irigasi dilaksanakan berbasis pada gerak permintaan
(demand driven) daripada gerak pasok (supply driven).

Penyelenggaraan O&P irigasi sebagai satu kesatuan
manajemen

Sesuai dengan pergeseran basis penyelenggaraan O&P
irigasi dari manajemen irigast produktif menjadi manajemen
provisi, maka penyelenggaraan O&P irigasi harus diselengga-
rakan sebagai satu kesatuan manajemen karena tindakan Ope-
rasi akan berpengaruh terhadap Pemeliharaan dan demikian
pula sebaliknya. Penyelenggaraan kegiatan Q&P irigasi se-
cara terpisah akan dapat memberikan suatu pengaruh buruk
terhadap kinerja sistem irigasi secara keseluruhan.

Selama ini tindakan O&P irigasi lebih tidak disukai
oleh penyelenggara pengelolaan irigasi dibandingkan dengan
tindakan rehabilitasi atau pembangunan sistem irigasi. Apa-
bila dilakukan maka hampiran yang dilakukan adalah ham-
piran teknikal saja sehingga timbulah suatu paradoks, yaitu
yaitu semua orang menganggap penting tindakan O&P tetapi
tindakan penting itu justru diabaikan (Huppert et al, 2001).
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Selain itu pemahaman penyelenggaraan O&P yang
dilakukan sampai saat ini lebih ditujukan pada penyeleng-
garan O&P dalam aras daerah irigasi (DI). Oleh sebab itu
keberhasilan manajemen O&P akan lebih diukur pada hasil
akumulatif kinerja suatu manajemen di aras DI dengan be-
berapa pengabaian pada kinerja individu struktur bangunan
yang sebetulnya mempunyai pengaruh sangat penting dalam
pencapaian kinerja.

Telah diketahui bahwa sistem irigasi terdiri atas ban-
yak subsistem termasuk subsistem infrastruktur. Subsistem
infrastruktur ini secara bersama-sama dengan subsistem lain
akan bersinergi membentuk kinerja sistem irigasi secara ke-
seluruhan. Dengan hampiran manajemen provisi maka setiap
individu infrastruktur sebagai aset suatu sistem irigasi harus
dapat memberikan pelayanan seperti yang telah diset sebe-
lumnya oleh segenap pemangku kepentingan. Syarat utama
dalam pelaksanaan konsep ini adalah dimilikinya suatu in-
ventarisasi infrastruktur yang akurat dan siap diakses setiap
saat. Data inventarisasi juga harus siap dimutakhirkan secara
berkala dengan mudah

Penyelenggaraan O&P irigasi sebagai instrumen ma-
najemen berbasis waktu nyata (real time basis), on-de-
mand service dan aliran tak tunak

Persaingan penggunaan air antar sektor yang sema-
kin hebat memaksa kita untuk mempunyai suatu sistem
pembagian air yang adil, terbuka, transparan, efisien, efek-
tif, demokratis dan akuntabel. Kondisi ini hanya dapat dipe-
nuhi apabila manajemen sumberdaya air diselenggarakan
berazaskan good governance dan dipunyai sistem berbasis
waktu nyata (real time basis). Selanjutnya azas pelaksanaan
operasi irigasi juga tidak dapat lagi diasumsikan sebagai alir-
an tunak (steady state flow) atas dasar dua mingguan atau
sepuluh harian tetapi sudah pada dasar operasi menggunakan
azas aliran tak tunak (unsteady flow). Pengoperasian sistem
irigasi tak tunak membutuhkan beberapa persyaratan, di anta-
ranya ialah teknologi yang dapat beroperasi real time basis
serta sumberdaya manusia yang handal. Apabila hal ini ma-
sih sukar maka paling tidak pelaksanaan operasi dilakukan
atas dasar suatu aliran steady state dalam waktu yang relatif
sangat singkat, misalnya operasi berbasis jam atau paling ti-
dak secara harian. Sejauh ini analisis aliran tak tunak belum
pernah dilakukan di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain
termasuk beberapa negara Asia, penggunaan aliran tak tunak
dalam aliran irigasi sudah dilakukan (Murty, 1997, Mann,
2003). :

Dengan mengacu pada perubahan lingkungan dan
hukum perundangan yang berlaku (UU no 7/2004 tentang
SDA) dan PP no 20/2006 tentang Irigasi) maka secara nyata

perlu dipikirkan beberapa hal yang berkenaan dengan tan-
tangan masa depan tersebut, yaitu : (i) bagaimanakah wujud
institusi dan teknologi O&P irigasi masa depan, (ii) apakah
sumberdaya manusia dalam manajemen irigasi yang tersedia
sudah siap untuk melaksanakan perubahan pola pikir untuk
menghadapi tantangan masa depan?, (iii) bagaimana dukun-
gan kebijakan termasuk dukungan kebijakan finansial, sosial
ekonomi dan budaya untuk menghadapi tantangan ? Pertan-
yaannya selanjutnya adalah mampukah kita untuk dapat me-
menuhi semua persyaratan tersebut?

Gagasan bentuk institusi O&P irigasi masa depan dan
pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani

Salah satu hasil rekomendasi pertemuan ICID di Mos-
cow, 2004 menyebutkan agar pemerintah memberikan per-
hatian lebih serius terhadap penyelenggaraan irigasi sebagai
satu unsur yang sangat dominan dalam produksi pangan
(ICID, 2005). Rekomendasi ini tentu akan sangat gayut de-
ngan keadaan Indonesia yang pada beberapa bulan terakhir
ini mengalami kerawanan kesehatan karena munculnya
fenomena gizi buruk dan busung lapar di beberapa wilayah.
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Gambar 1.Skhema sistem irigasi yang kompleks sebagai unsur
peningkatan produkasi pertanian dan kesejahteraan petani)
sesuai dengan PP 20/2006)
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Oleh sebab itu tujuan penyelenggaraan irigasi seperti yang
tercantum dalam PP no 20/2006 yaitu pencapaian ketahan-
an pangan dan peningkatan kesejahteraan petani sangatlah
gayut dengan penyelesaian masalah ini. Tetapi untuk dapat
melaksanakannya dibutuhkan beberapa konsekuensi yang
tak mudah. Gambar 1 menggambarkan kerumitan pengelo-
laan irigasi untuk mencapai tujuan seperti yang digariskan
dalam PP irigasi no 20/2006.

Dari Gambar 1 tersebut dapat terlihat bahwa untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan irigasi seperti yang ditun-
tut oleh PP no 20/2006 irigasi tergantung pada banyak faktor
di antaranya adalah kehendak pasar yang akan menentukan
komoditi tanaman yang akan diusahakan. Jenis tanaman
yang diusahakan akan sangat menentukan pelaksanaan O&P
irigasi karena sistem pelayanan O&P irigasi akan berbeda
untuk padi dan palawija. Dengan demikian pelaksanaan O&P
irigasi sebagai satu bagian dari pembangunan pertanian per-
lu didukung pula oleh beberapa kebijakan pemerintah yang
memihak petani dan memberdayakan masyarakat dalam
hal sosial-ekonomi maupun finansial. Selama ini kebijakan
pemerintah tak pernah memihak petani. Selain itu kebijakan
irigasi dan kebijakan pembangunan pertanian selalu dikelu-
arkan secara terpisah dan terkesan sangat sektoral.

Untuk mengantisipasi pasar maka sifat sistem irigasi
dengan manajemen protektif terhadap penyimpangan klimat
seperti yang dilakukan saat ini juga sudah harus berubah men-
jadi sistem manajemen berorientasi keberhasilan produksi
pertanian serta perubahan sifat manajemen dari gerak pasok
(supply driven) menjadi gerak permintaan ( on-demand ser-
vive ) (Wolter dan Burt, 1997).

Salah satu karakteristik institusi O&P irigasi yang di-
syaratkan untuk menghadapi tantangan masa depan adalah
dimilikinya suatu institusi bersifat lentur sehingga dapat
mengambil keputusan secara cepat dan luwes karena adanya
perubahan dinamika masyarakat yang berkembang sangat
cepat dan kehendak pasar yang selalu berubah. Oleh sebab
itu meskipun kewenangan manajemen irigasi di jaringan
utama tetap di dalam kewenangan pemerintah tetapi sifat
manajemennya tak boleh lagi menjadi suatu sistem manaje-
men birokrasi yang kaku. Terdapat banyak kelemahan pada
pelaksanaan manajemen birokrasi tersebut (Osborne dan
Gaebler,1997, IWRA, 2000).

Dinamika dan wacana masyarakat secara global te-
lah menginginkan terbentuknya suatu manajemen sumber-
daya air termasuk irigasi yang dilakukan secara partisipatif.
Gambar 2 menyajikan suatu gambaran tentang pelaksanaan
manajemen irigasi berbasis provisi tersebut. Dari Gambar
2 terlihat bahwa institusi lentur akan dapat terlaksana apa-
bila pemerintah bersedia untuk menyelenggarakan suatu
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Gambar 2 Institusi irigasi di aras DI dengan menganut asas manajemen
provisi ( dimodifikasi dari Huppert et al, 2001)

pemberdayaan masyarakat dan aparat birokrasinya. Dengan
demikian penyelenggaraan manajemen irigasi di aras DI
dapat menampung partisipasi petani sehingga dapat melaku-
kan bentuk pelayanan sesuai dengan tujuan manajemen yang
ditetapkan bersama antara petani dan pemerintah.
Sebaliknya petani akan bersedia berpartisipasi dan me-
masok sumberdaya dan partisipasi diartikan bukan hanya
sebagai bentuk mobilisasi belaka tetapi sebagai bentuk pem-
berdayaan dalam manajemen yang dilakukan bersama.

Sumberdaya manusia (SDM) yang handal untuk me-
natap masa depan

Saat ini persoalan sumberdaya manusia dalam ma-
najemen sumberdaya air menjadi masalah serius (FTP-
UGMa,2006). Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
mempunyai beberapa masalah tentang SDM ini berkaitan
dengan kompetensi, jumlah dan sebarannya. Permasalahan
ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pelaksanaan UU no
7/2004 yang baru terutama berkaitan dengan bentuk-bentuk
implementasinya termasuk pengaturan dan pengawasan.
Persoalan-persoalan yang timbul di lapang harus segera
diselesaikan secara airf sehingga bentuk chaos dan anarkhi
yang cepat sekali marak saat ini dapat dihindarkan.

Pengembangan dan pemutakhiran tekhnologi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meng-
hadapi tantangan masa depan adalah dengan melakukan
modernisasi irigasi. Sejak akhir dasawarsa 90’an telah
digaungkan suatu konsep modernisasi irigasi. FAO pada ta-
hun 1996 telah menyelenggarakan suatu Lokakarya tentang
modernisasi irigasi di Bangkok, Thailand. Dalam Lokakarya
tersebut ditakrifkan bahwa modernisasi irigasi adalah :

“a process of technical and managerial upgrading of
irrigation schemes combined with institutional reforms, if
required, with the objective to improve resource utilisation
(labour, water, economic, environmental) and water delivery
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service to farms” (FAO, 1997).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa takrif terse-
but menetapkan bahwa adanya perbaikan teknologi juga
harus dilaksanakan selaras dengan perbaikan institusi serta
finansial secara sepadan. Artinya adalah bahwa suatu bentuk
teknologi akan dapat bekerja sesuai dengan rancang bangun
apabila dilakukan dengan dukungan institusi dan dana ter-
tentu Gambar 3 mengabstraksikan hubungan antara perbaik-
an teknologi dan hubungannya dengan kebutuhan dukungan
institusi dan finansial.

Dengan adanya hubungan ketiga faktor tersebut maka

Strategi
manajemen

Gambar 3 Hubungan antara tiga faktor pengembangan teknologi,
finansial dan institusi terhadap strategi manajemen yang harus
diambil (Burton, 2000)

sistem manajemen akan dapat menentukan strategi pelak-
sanaan manajemen yang paling sepadan untuk dilakukan
sehingga sistem irigasi dapat memberikan tampilan kinerja
yang sepadan seperti diharapkan (Burton, 2000;Facon, 2002;
Plusquellec, 2002).Keadaan ini menjadi nyata setelah peng-
gunaan teknologi O&P irigasi yang selama ini dilakukan tak
dapat diterima masyarakat pelaksana maupun pengguna. Hal
ini terjadi karena wujud teknologi yang tersedia tak didukung
oleh suatu institusi dan penyediaan dana secara sepadan serta
penggunaan teknologi yang tak berbasis pada budaya ma-
syarakat setempat (Arif et al, 2006) pelaksanaan O&P iri-
gasi terus dilakukan oleh universitas dan lembaga-lembaga
riset lainnya. Beberapa bentuk teknologi seperti penyusunan
sistem informasi manajemen irigasi, manajemen asset irigasi
dan alat-alat monitoring dan evaluasi telah dikembangkan
universitas dan diimplementasikan di beberapa wilayah. Na-
mun masih ditemui beberapa kendala, salah satunya adalah
keterkaitan antara kemampuan finansial terbatas, bentuk in-
stitusi pelaksana belum sepadan, dan SDM yang handal be-
lum terbentuk (FTP-UGM b, 2006)

KESIMPULAN DAN SARAN/IMPLIKASI

Kesimpulan

Perubahan lingkungan strategis telah menyebabkan ter-
jadinya perubahan paradigma pelaksanaan manajemen sum-
berdaya air termasuk manajemen irigasi. Pelaksanaan good

governance dalam seluruh kegiatan manajemen irigasi (ter-
masuk juga O&P irigasi) merupakan suatu keniscayaan yang
tak dapat ditawar lagi. tetapi upaya untuk mewujudkannya
juga tidak mudah. Salah satu upaya adalah dengan melakukan
modernisasi irigasi dalam arti memperbaharui pikiran pelaku
manajemen irigasi serta pengembangan teknologi O&P baru.
Beberapa wujud teknologi O&P irigasi secara bertahap telah
mulai dikembangkan oleh universitas-universitas dan mulai
dicoba untuk diimplementasikan di beberapa tempat.

Saran/Implikasi

Meski sudah dipunyai beberapa wujud teknologi baru
dalam kegiatan O&P irigasi, tetapi wujud teknologi juga tak
dapat diimplementasikan apabila tidak didukung oleh insti-
tusi, finansial dan kebijakan pemerintah secara sepadan.
Selain itu penggunaan teknologi terpilih akan dapat terlak-
sana apabila diikuti dengan implementasi berbasis budaya
dan kearifan lokal. Beberapa langkah strategis yang dapat
dilakukan sebagai upaya tindak lanjut adalah : (i) dialog an-
tar stakeholder pengelolaan irigasi secara nasional dengan
memfokuskan dialog pada perubahan kebijakan baru dan im-
plikasi terhadap pengembangan teknologi O&P serta ham-
batan dan kendala di lapang; (ii) melakukan implementasi
penggunaan teknologi O&P dan menyesuaikannya terhadap
keragaman dan perkembangan sosial-ekonomi-budaya ma-
syarakat lokal termasuk dinamika pasar komoditi pertanian
terpilih untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
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